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PUTUSAN
Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota
Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Bky
tanggal 13 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2000, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah - pindah
tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua

Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah

dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
3.1 Anak 1, lahir tanggal 27 juni 2001;

3.2 Anak 2, lahir pada tanggal 19 Juli 2205;

3.3 Anak 3, lahir tanggal 17 Agustus 2014;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2002 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat tidak cukup dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat

malah sering meminta uang kepada Penggugat dengan memaksa;

b.Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan melakukan
kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa meninju, menampar dan di

pukul dengan benda tumpul;

c. Tergugat terkadang mengajak teman-teman Tergugat berkumpul dan

minum minuman keras di rumah;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 Maret 2017 yang di
sebabkan Tergugat meminta uang kepada Pengguat dengan kasar dan

memaksa;
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7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah
milik bersama sejak 3 Maret 2017 dan sejak itu pula Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua
Penggugat;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak
perduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara

Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat

namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat ;

10.Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi

dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;

11.Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan
Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim
bernama Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.,akan tetapi tidak berhasil mencapai

kesepakatan damaisebagaimana laporan mediator tanggal 04 April 2017,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita 5.a, Tidak benar, yang benar Tergugat memberi Penggugat sekitar Rp
600.000,00 perminggu, Tergugat tidak memaksa Penggugat kalau minta uang,
Tergugathanya minta untuk membeli rokok saja;

- Posita 5.b, Yabenar, peristiva tersebut terjadi sekitar 10 tahun yang lalu,
sekarang tidak lagi. Sekarang ketika Tergugat betengkar dengan Penggugat
malah abang Penggugat yang bernama Deki memiting leher Tergugat;

- Posita 5.c, Tidak benar yang benar hanya seorang teman, itupun sepengetahuan
Penggugat, minumnya sedikit hanya untuk obat menghilangkan capek;

- Posita 6, Tidak benar, yang benar Tergugat minta uang untuk menebus motor
yang Tergugat gadaikan, Penggugat menjanjikan 2 juta, akan tetapi hanya diberi
sejuta, Penggugat berbohong sehingga nada Tergugat agak keras;

- Posita 8, Tidak benar, yang benar Tergugat berusaha menemui Penggugat,
memberi nafkah langsung tapi Penggugat menolak dan menghidar.Setelah sidang
pertama Tergugat memberi uang dan diterima oleh Penggugat;

- Posita 10, Tergugat keberatan becerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan

replikyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita 5.a, Benar Tergugat memberi uang akan tetapi hanya Rp 500.000,00.
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Tergugat tetap memaksa karena menyuruh Penggugat meminjam kepada orang
lain, kalau tidak Tergugat marah kepada Penggugat;

- Posita 5.b, Penggugat tetap pada gugatan karena pada bulan Februari 2017
Tergugat memukul Penggugat dengan sapu. Pertengkaran tersebut sampai
berakibat televisi pecah;

- Posita 5.c, Ya benar Penggugat hanya diam bukan mengijinkan, disamping itu
Tergugat tidak mau membantu Penggugat merehab rumah dan membayar utang;

- Posita 6Yang benar, uang Rp 2 juta tersebut Rp 1 juta untuk saya bayar utang,
Rp 1 juta untuk Tergugat, kurangnya Tergugat akan pinjam ke teman sejumlah Rp
1 juta akan tetapi Tergugat tetap marah;

- Posita 10, Penggugat tetap dengan gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan
duplikyang pada pokoknya Tergugat mengaku ada menampar Penggugat
ketika bertengkar yang berakibat televisi pecah akan tetapi Tergugat tetap

keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal
03 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, dan telah bermeterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan

membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi 1, saksi adalah abang kandung Penggugat, didepan sidang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang

anak;
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- Bahwa, Sejak bulan Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan sering bertengkarkarena masalah ekonomi dan
Tergugat tidak cukup dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat
malah sering meminta uang kepada Penggugat dengan memaksa;

- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar dan berselisih paham;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2017
Penggugat tinggal di rumah abang Penggugat, sedangkan Tergugat

tinggal di rumah milik bersama;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi adalah paman Penggugat, didepan sidang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah - pindah
tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua

Penggugat;

- Bahwa, sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat minta uang dengan
Penggugat secara paksa, Tergugat untuk bayar kredit motor karena
uang vyang dijanjikan Penggugat tidak mencukupi, terjadilah

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai ke kantor Polisi;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil
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Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan

bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun akan

menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 3, saksi adalah ibu kandung Penggugat, didepan sidang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang Penggugat dan terakhir tinggaldi rumah milik orang tua
Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak;

- Bahwa, sejak bulan Februari 2017rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk

membayar kredit motor dan uangnya tidak cukup;

- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar dan berselisih paham;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalkurang
lebih 2 (dua) bulan;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 4, saksi adalah kakak kandung Penggugat, didepan sidang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang Penggugat dan terakhir tinggaldi rumah milik orang tua

Penggugat;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan
selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang
anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat

bertengkar ketika saksi singgah di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2017;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, ibu kandung Tergugat menyatakan akan berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan karena Tergugat masih
mencintai Penggugat dan anak-anak akan tetapi tidak berhasil karena

Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak
mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan

putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak
mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan Tergugat menyatakan tetap
keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Pengadilan Agama

menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis

dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di

persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan
Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama lagi seperti dulu, hal ini
sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal
143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
perdamaian melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil
mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, selain usaha damai di pengadilan, Majelis Hakim telah
memberi kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan diluar pengadilan akan tetapi

semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan
bahwa sejak awal tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerusyang disebabkan Tergugat tidak
cukup dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat malah sering meminta
uang kepada Penggugat dengan memaksa.Tergugat sering berlaku kasar
kepada Penggugat dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa
meninju, menampar dan memukul dengan benda tumpuldan Tergugat
terkadang mengajak teman-teman Tergugat berkumpul dan minum minuman
keras di rumah.Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat pada tanggal 3 Maret 2017 yang disebabkan Tergugat meminta uang
kepada Pengguat dengan kasar dan memaksa, atas sikap dan perbuatan
Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup
berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada
prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau
ketidakrukunan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi
Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, dan Tergugat

menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada
pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat telah mengajukan

duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat,
sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya

perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex
Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. maka berdasarkan
ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu barang siapa beranggapan mempunyai suatu
hak atau suatu keadaan dan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak
seseorang, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Penggugat
dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi yang akan

dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tentang perihal peristiwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik maka
Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat, dan menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai
suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti
terikatdalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan cerai

terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk
mengajukan alat-alat bukti, Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun

menghadirkan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan
yang didengar dari informasi Tergugat dan Penggugat, hal tersebut justru
relevan dengan dalil gugatan Penggugat bukan menguatkan dalil-dalil bantahan
Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Tergugat tersebut memberi
keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,
replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan,
maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-
tidaknya sejak tahun 2002;

- Bahwa, penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang dan perilaku

Tergugat yang mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa, ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik

terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2017 hingga sekarang;

- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian
baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan, melalui
mediator Hakim yang ditunjuk dan usaha damai dari keluarga akan tetapi

semua usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus-menerus sifatnya yang tidak dapat didamaikan
lagi, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi
karena secara nyata sudah pecah (broken marriage), serta sudah tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka,
sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap
dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-
cita ideal dan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yakni kehidupan rumah
tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan justru patut
diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan

bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah
diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan
pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan
tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi
perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah
masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah
pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap
menginginkan perkawinan supaya tetap utuh sebab apabila perkawinan itu
tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat yang
tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat
mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,
oleh karena itu alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya
terlepas dari percekcokkan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan
adalah dengan menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat,

meskipun Tergugat keberatan;
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Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudlarat, akan tetapi
membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan,
kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan
mudlarat yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang mudlaratnya

lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:
Uakad 13) () el adlagaal

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka

harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya”,

dan petunjuk syar’i dalam Kitab Figih Sunnah juz Il halaman 248 yang diambil

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
AN S G}J'l\ ol yie) ol da g 3l Ay alal) sal ) gen i 10

WCMY\chmM\P)L@J&\UMSM\eUJm@LuLM

Maksudnya:“Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan
pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan
suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup
bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil
mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan
talak satu bain”;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum

Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shughra;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan fisik
terhadap Penggugat berarti Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf (a), (b) dan
(d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo
Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo
Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar

putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim
memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan telah mengalami pemekaran, maka
salinan putusan selanjutnya dikirim sesuai dengan nama tempat Pegawai
Pencatat Nikah yang baru yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi
bertepatan dengan tanggal 03 Ramadan 1438 Hijriah oleh kami Andriani,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan
tanggal 04 Ramadan 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asnul, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Asnul, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat . Rp. 70.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat . Rp. 70.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-

Hal.17 dari 17 Put. No. 0107/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



